




























































     

 

 

                                                                             

KESEPAKATAN BERSAMA 

ANTARA 

BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  

CABANG KLATEN 

DAN 

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN 

DI KABUPATEN KLATEN 

                                        NOMOR : PER/9/052021                      

                                        NOMOR : 03/019.6/Tahun 2021 

 

Pada hari ini Jumat, tanggal Tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh 

satu, di Klaten, yang bertanda tangan di bawah ini: 

1.  NOVIANA KARTIKA 

SETYANINGTYAS 

: KEPALA  BADAN PENYELENGGARAAN 

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN 

CABANG KLATEN, berkedudukan di Klaten, 

Jalan Kopral Sayom Nomor 11 Karanganom, 

Klaten Utara, Klaten, berdasarkan Keputusan 

Direksi Nomor KEP/81/042021 tentang Mutasi 

Pejabat dan Surat Kuasa Deputi Direktur 

Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta Kepada Kepala Kantor Cabang 

Klaten Nomor SKS/14/042021, dalam hal ini 

bertindak untuk dan atas nama serta sah 

mewakili Badan Penyelenggaraan Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan Cabang Klaten, 

selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 

2.  SRI MULYANI : BUPATI KLATEN, berkedudukan di Klaten, 

Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten, berdasarkan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-

280 Tahun 2021 tentang Pengesahan 

Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Hasil Pemilihan Kepala                  



     

 

 

Daerah    Serentak Tahun 2020 di Kabupaten 

dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal 

ini bertindak untuk dan atas nama serta sah 

mewakili Pemerintah Kabupaten Klaten, 

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

 

Berdasarkan pada : 

1. Undang-Undang  Nomor 13  Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  

2. Undang-Undang   Nomor 13   Tahun 2003   tentang   Ketenagakerjaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

7. Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2011  tentang Badan  Penyelenggara 

Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 6573); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 



     

 

 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan 

Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5473); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); 

13. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan 

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan 

Pihak Ketiga; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138); 

16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32); 

17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan 

Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 

Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 53); 

 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama 

disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk 



     

 

 

melakukan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Program Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Klaten, dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

 

Pasal 1 

MAKSUD DAN TUJUAN 

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah optimalisasi penyelenggaraan 

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten. 

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah perluasan kepesertaan dan 

kepatuhan dalam rangka perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

bagi seluruh tenaga kerja penerima upah, bukan penerima upah dan jasa 

konstruksi di Kabupaten Klaten. 

  

Pasal 2 

OBYEK 

Obyek dari Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Program 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja di Kabupaten Klaten yang 

meliputi Tenaga Kerja Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Pemerintah 

Daerah Kabupaten Klaten, Badan Usaha/Pemberi Kerja beserta Tenaga 

Kerjanya dan Pekerja Informal terutama Pekerja Rentan. 

 

Pasal 3 

RUANG LINGKUP 

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama dalam Penyelenggaraan Program 

Jaminan Sosial di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi 

seluruh tenaga kerja penerima upah, bukan penerima upah dan jasa 

konstruksi di Kabupaten Klaten; dan 

b. Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Kepesertaan Program Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja penerima upah, bukan 

penerima upah dan jasa konstruksi di Kabupaten Klaten. 

 

Pasal 4 

PELAKSANAAN 

(1) Kesepakatan Bersama ini sebagai suatu dokumen yang berisi ketentuan 

yang menjadi dasar bagi PARA PIHAK dalam mengadakan Perjanjian 

Kerjasama. 



     

 

 

(2) Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun 

secara hukum kepada PARA PIHAK, sebelum PARA PIHAK menindaklanjuti 

dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Kesepakatan Bersama ini. 

(3) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), PIHAK KEDUA menugaskan Kepala Perangkat Daerah sesuai 

fungsi masing-masing berdasarkan Surat Kuasa untuk menandatangani 

Perjanjian Kerja Sama. 

 

Pasal 5 

JANGKA WAKTU 

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, 

terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, 

diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK. 

(2) Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan 

perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum 

masa berlakunya Kesepakatan Bersama ini berakhir. 

 

Pasal 6 

PEMBIAYAAN 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan 

Bersama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU. 

 

Pasal 7 

SURAT MENYURAT 

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan 

Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan 

secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan. 

(2) Alamat PARA PIHAK yang dipakai untuk komunikasi guna keperluan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 

a. PIHAK KESATU 

Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang  Klaten 

Alamat  : Jalan Kopral Sayom Nomor 11 Klaten Utara 

Telepon  : (0272) 326602 

Faximile  : (0272) 326016 

Email   : kacab.klaten@bpjsketenagakerjaan.go.id 








































